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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATENBATANG

NOMOR7jKptsjKPU-Kab-012.329285jTAHUN 2017
TENTANG

PENETAPANREKAPITULASIHASILPENGHITUNGANPEROLEHANSUARADAN
HASILPEMILIHANBUPATIDANWAKILBUPATIBATANGTAHUN2017

Menimbang

Mengingat

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENBATANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal31 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, danjatau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
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2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 1
Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pernerintah
Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014 ten tang
Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota rnenjadi Undang­
Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nornor 130, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5898);

4. Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 05 Tahun 2008
ten tang Tata Kerja Kornisi Pernilihan Urnurn, Kornisi Pernilihan
Urnurn Provinsi, dan KornisiPernilihan Urnurn Kabupaten/Kota
sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 01 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn
Nornor 05 Tahun 2008 ten tang Tata KeIja Kornisi Pemilihan
Urnurn, Kornisi Pernilihan Urnurn Provinsi, dan Kornisi
Pernilihan Umum Kabupaten/Kota sebagairnana diubah
dengan Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 21 Tahun
2008 dan Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 37 Tahun
2008;

5. Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 06 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kornisi
Pernilihan Urnurn, Sekretariat Kornisi Pernilihan Urnurn
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 22 Tahun 2008 ten tang
Perubahan atas Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Kornisi Pernilihan Urnurn, Sekretariat
Kornisi Pernilihan Urnurn Provinsi, dan Sekretariat Kornisi
Pernilihan Urnurn Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 11 Tahun 2015
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, darr/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 722)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan KornisiPernilihan
Urnurn Nornor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 11 Tahun 2015
ten tang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1391);

7. Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 3 Tahun 2016
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 567) sebagairnana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kornisi
Pernilihan Urnurn Nornor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan UrnurnNomor 3 Tahun
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor
14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/ Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang
Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Batang Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/ Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-
012.329285/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor
104/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 Tentang
Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang
Tahun 2017;

Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Batang Tahun 2017 (Model DB-KWKdan Model DB.1-KWK);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSANKOMISI PEMILIHANUMUM KABUPATENBATANG
TENTANGPENETAPANREKAPITULASIHASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHANSUARADANHASILPEMILIHANBUPATIDANWAKIL
BUPATIBATANGTAHUN2017.
Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017
yang dituangkan dalam Model DB1-KWKsebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Menetapkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat
Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang
Tahun 2017 sebagi berikut:
a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr.

H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Sdr. Suyono, S.IP, M.Si dengan
perolehan suara sebanyak 245.181 (dua ratus empat puluh
lima ribu seratus delapan puluh satu) suara;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr.
dr. Lafran Pancaputranto, SpOG (K)dan Sdr. H. Nurhaji Slamet
Urip dengan perolehan suara sebanyak 116.925 (seratus enam
belas ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara;

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr.
A.S Burhan, S.Ag dan Sdri. Acara Ariani, S.Psi dengan
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KETIGA

perolehan suara sebanyak 63.232 (enam puluh tiga ribu dua
ratus tiga puluh dual suara;

d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr.
Akhmad Faizin, S.T dan Sdri. Erna Yuniwati dengan perolehan
suara sebanyak 7.604 (tujuh ribu enam ratus empat) suara.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
Diktum KEDUAditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari
tahun 2017 (pada hari Rabu tanggal dua puluh dua Februari
tahun dua ribu tujuh belas) puku114.36 (pukul empat belas lewat
tiga puluh enam menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Februari 2017

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATENBATANG,

Ttd.

ADIPRANOTO
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